PELAKSANAAN  DEPORTAS]  DALAM PENANGANAN WA
BERSTATUS STATE LESS DI WILAYAH HUKTM SUMATERA BARAT

VI NrEY S

Penelinan it mencoba melihat bagaimana pelaksanaan deportasi dalam
pendnganan warga negara asing (WNA) berstatus state less di wilavah hukum
Sumatera Barat, terutama sehubungan dengan semakin menngkamya mobilings
WA ke daerah ini. Sebagaiman diketahui, bahwa di dalam wilavah suaty negars
selain penduduk warpa setempat (lokal), terdapar pula orang-arang asing vang
bukan warga negara dumana mereka berada, Mamun demikian kehadiran arang.
orang  asing iersebul  disamping  dapat membaws  hal-hal vang sangat
menguntungkan bagr hubungan ba'k antar masyvarakat internasional, dapat jups
menimbulkan hal-hal yang mevugikan bagi Kepentingan negara dimana mercka
berada. Jika terjadt vang demikian maka negara wempatan, dapat melakukan suaty
tindakan hukum vakni berupa deportasi/pengusivan.

Dalam penelitian i dibahas antara lain Rapankab sustu tnodaban
deportasi dapat dilakukan menurat hukum nasional dan irernasional. apakal
maksud  dan wjuan kehadiran WNA  tersebol dalam sl e serk
pagamimanakah pelaksanaan deporiasi vang dhlakukan pada WNA vang bersius
state less dan kendala-kendala vang ditem dalam pelaksanaannva.

Berdasarkan  penelivian vang  dilakukan disimpulkan bahwa undakan
deportasi  terhadap WNA  dilakukan Jtka  kehadimn WNA tersebut tidak
dikehendaki oleh negara penerima lempatan). Deportasi pada  prinsipnva
bukanlah merepakan tndakan penghukuman, melainkan  merupakan  suaw
tindakan administrasi, Tindakan deportast vang berstarus state less. akan
membutuhkan wakiu vang apak lama

Wewenang untuk melakukan tindakan deportasi bagi WNA state Tess i
Gilakukan berdasarkan supremasi territarial. dimans suaty NEZATE MLy
kedaulatan tertingui atas crang dan benda vang berada di dalam wiluvah
kekugsaannya. Oleh karena it lindakan deponasi pada dosarmya merupskan
tindakan sepihak yang hares dilakukan dengan memperhatikan hak-hak arasi
manusia dan melalui prosedur vane telah ditentukan dalam perundang-undarzan
Ying berlakn
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Mengimgat objek yang diteliti cukup rumit, maka kami menyadan bahwa
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BAB I

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah
Salah satu syarat untuk diakainya suatu negasa (baru) adalah aclanva rakvas
alau warga negara vang tetap { Permanent Ciizen ) Oleh karena it adanva warea

negara { penduduky merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negars

Selain warga negara dari warga nepara vang bersangkutan past lerdapat
Juga warpa negara asing, Hal il karena suatu negara tidak munekin et dirg
untuk kehadiran warga negara asing diwilavah negaranya, Sciring dengan era
globabisast dimana interdopendenst (saling Kelergantungan) antar negars e
semakin tingai. Dikaitkan dengan ckonomi, maka kehadiran WATOS NEeEaTd asing
pada suatu negara terutama di bidang pariwisata, hal it merupakan salah satu
sumber devisa ( pendapatan ) bagr negara tersebut,

becberadaan warga nepara asing dalam suaty negara seehenamva sudah
mular ada sejak lama, Akan tetapi kehadiran mereka dulam suatu wilavih negara
nampak lebih pesal perkembangannya pada masa belakangan im0 vakin seiring
dengan bergulimya era globalisasi serta kemajuan teknologl transportasi dan
telekomunikas:

beehadiran orang-orang asing tersebut disamping membawa hal-hal vangp
dapal menguntungkan bagi hubungan baik antar masyarakat internasional. tak
luput puls kehadiran mereka dapat menimbulkan hal-hal vang merugihan bagi

Kepentingan negara dimana mereka berada. lika hal demikian terjadt, maka nepara



tersebul dapat melakukan suate tindakan hukum dan salah saiy diantara tindakun
hukum tersebut adalab berupa tindakan deportast. Salah satu hentuk kehadiran
warga negara asing yang dapat merugikan negara lain it adalah mereka ving
berstatus Stateless {tidak memibiki kewarpanesaraan|

Sumatera Barat sebagai  daerah Kunjungan wisata serta PETANLM AN
Investasi asing di Indonesia juga cukup ramai dikumungi oleh warga negara asing
dan sudah barang tentu diantara mereka tersebut ada lwra vang Kehadirannys
kurang disukai di dacrah ini, antara lain karens bersiaius stateless misalnvg,

PPada dasarnya deponasi merupakan prosedur rutin vang dilakukan negara-
negara terbadap orang asing vane berady di dalam wilavahnva vang melakukan
perbuatan atau lindakan yvang merugmkan kepentingan nepar tersebo

Mamun pika seseorang warza nesara asing vang akan duleportast tersehu
tidak  memiliki kewarganegaraan  vang  sah amw tdak MIEMpPLUnY
kewargancgaraan {Stateless). maka hal it akan dapat memimbulkan maszlah btz
negard yang bersanghutan. Hal itu disebabkan oleh karena untuk mendeporias,
warka negara asing akan membutuhkan waki vang cukup lama dan prosedur
yang cukup panjang dan tentu saja akan memakan Blava vang cukup banvak vang
akan merupakan tanggungan dan nepara vang akan melakukan pendeponasian

tersebut.

B. Perumusan Masalah
Beberapa permasalahan vang diteliti/dibabas dalam penclitian in adalah

sehagai berikut



a, Bagaimanakah sebenarnya perkembangan kehadiran dan mobilings Wil
nepara asing i Sumatera Barat.

b Kapankah suatu tindakan deportasi dapat dilakukan baik menurit hukum
nasional begiiu juga menurl hukum internasional.

¢. Bagmmanakah pelaksanaan deponasi dilakukan pada orang vany berstatus
satcless di Sumatera Barat serta kendala-kendala apa sajakah yang ditemy)

dalan pelaksanaannva di lapangan.

C. Metode Penelitian
Penelan  ini merupakan  penclidan hukum sosiologi, vakni  n
menemukan kejelasan penpaturan secars menyeluruh mengenal deportasi vany
kemudian dikaitkan dengan prakiek {pelaksanaan) di lapangan
Cara pendekatan  masalah vang bersifm  desknpuf voridis, Vany
dimaksudkan adalab untuk memoerikan suatu deskripst tentang pengaturan
deportas baik dalam hukum nasional Indonesia begitu juga pengaturannva dalam
hukum intemasional. Penelitian it terutama akan dipusatkan pada penelitian
dengzan mengeunakan sumber data kcpustakaan, antara lain
I Sumber-sumber hukum primer, dalam henugk -
8, Dekumen-dokumen tenlang pengaturan deportasi, baik dalam hubum
nasional begitu juga dalam hukum internasional.
b Dokumen-dokumen mengenai perkembangan dan mobilitas warga nepsra

asing €1 Sumaters Barat.



20 Sumber-sumber hukum Schunder Fesruapua
a. Tublisan-tulisan pada ahli di bidang ke imigrasion, terutama vang berkaiman
dengan tindakan deportasi.
b Tulisan-tulisan serta pendapat para ahli vimg dikemukakan pada forum-
forum ilmiah.
Disamping dlam penelitian ini juga akan dilakukan penglibian dan siudi
lapangan  dengan  mewawancarsi nara sumber vang dungeap  menpuosa
.
permasalahan terutama dalam bidane imigrasi, Sudi lapangan mn antara lain akan
dilaksanakan di kantor Departemen Hukum dan Per undang-undang dan di kantor
Imigrasi Padang
selanjutnva dalam penclitian i akan dipakin metoda analisa barupa
leknik penelitian secars objekiil sistemarik dan kualizatit deknpuf Analisa akan
diswali dengan kegiatan memilih pasal-pasal / porma-norma hukum vang
mengatur masalah kevmigrasian, Lemudian menyusul sistemanika dan pasal-pasal
tersebut dengan menghasilkan klasifikast tertenity. teemuchan dilanjumkan denpan
menganalisa pasal-pasal tersebul dengan asas-asas hukum vang ada. Analisa
berikutnya dilanjutkan dengan mempelajan akan kemungkinan implementasinya

secara lebih kondusif di masa datang



BAE 1l

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan terutama untuk  menemulkan kejelasan
mengenat perkembangan  mobilitas warga negara asig i Sumatera Baral
iermasuk mereka vang kehadirannva di daerah ing kurang disukai seperti vang
berstalus State less serla bagaimana findakan deportasi dilaksanakan terhadap
mereka. Disamping iy penelitian ini sekalipus juga dalam ranghka membaniy
mahasiswa baik secara akademis begitu juga secara materi] dalam menvelesaikan
fugas akhimya dalam penulisan skripsi. mahasisws dimaksud adalah Sdr Soni
Iendra { BP : 95140171 3,

Hasil perelitian i nantinva juga difarapkan akan dapat menjadi sumber
pikiran bagi pemerintah daerah Sumatera Barar lerutama dalam  menangani

permasalahan warga negara asing berstatus State less di dacrah i di masa datang



BAl L

TINJAUAN PUSTARKA

Selain wargz negara, dalam suaty wilavah nepara sudah tenty ads puli
brang-orang asmg yvang bukan berasal dar wilavah nepara tersebut. Keberadaan
mereka dengna alasan yang bermacam-macam: ada kalanyva mercka datang untulk
menctap, ada pula banya untuk tnggal sementara wakoy, antnk berwisans dan
sebagainya Namun demikian kehadiran omng-orang asing sersebun disamniln;:-
dapat membawa hal-hal yang sangal menguntungkan bagl hubungan imteroasional,
letapl tidak jarang juga kehadiran mercka dapat menimbulkan hal-hal vane
merugikan bags kepentingan negara dimana mercka berady

Untuk tetap terjaga dan terpeliharanyva stabilitas dan Kepentingan nasional.
kedaulan negara, keamanan dan keteriban woum, maks wmuk kewaspadaan
terhadap segala dampak negatif vang timbul akibat perlintasan OTANZ-0TANE anlur
negara, maka keberadaan dan kegiatan mereka tu perle diatur dengan peraturan
perundang-undanpan nasional negara tersebut. Hal ini herari SEUAR OTang vang
berada dan berdiam dalam suatu wilavah nepara ftu barus tunduk dan patuh pada
tatanan hukum di negara tersebui

salah sata bentuk tindakan vang lozim dilukukan suatg negara techadap
srang-orang asing vang telah melokukan perbuatan atau tindakan vang merugikan
Lepentingan  negara dimana  mercka  berada, diamtaranya  falah  denpan

mempersilahkan keluar atau lebih tegasnva dengan mengusic OFANE-Orang asing



vang melakukan perbuatan dan tindakan tersebut Dalam Kaitan ini 1.6 Starke
idalam F. lsywara, 1972:182) menjelaskan sebaga beriku -

“Megara berwenang untuk MENEUSIT omang-orang asimg. mengembalikan
mereka ke negara asalnya dan mengantarkar mercka ke perbatasim”

Tindakan negara unigk mengusit, mengembalikan mereka ke Negar
asalnyva  dan mengantarkan mercka ke perbatasan sebagarmana ditesaskan
J.G.Starke diatas, secara hukum disebut dengan istlah tindakan deportasi

Mengenai alasan suatu nepara melaksanakan deportast adalah kardéng
keberadaan orang-orang asing tersebut sudah tidak dikehendaki aau tidak disukas
aleh negara vang bersangkutan dengan alasan-alasan kepentmgan nasional nepars
lerscbut akan terganggu jika orang-orang asing vanyg sudah tidak dikehendaki
tersebut tetap berada dalam wilavahnva

Sala s contoh menpenai alasan vang dipergunzkan ncoamm unick
mendepariasi orang asing dari wilavahnva, misatnug tetjachi tahun 1973 yukni
ketiak pemerintab Indonesia MENZUSIT Seorang warga nepars Amenka Serika
betnama George de Grogio yang menjabal sebapgai direktur PT Suburn
Pengusiran tersebut dilakukan karena vang bersangkutan telah melakukan sur By
mengenal pelabat-pejabal tingei Indonesiy vang tergolony favonit di kalangan
rakyat Indonesia tanpa suaty lajuan vang jelas idalam |, Wavan Parthuana, 1983
162).

Jadi jelasnyva, babwa alasan-alzsan vang dipergunakan oleh suatu negsar
vang mendeporiasi orang asing keluar dar wilayvahnya tergantung dimana dan

kapan dilakukannya tindakan tersechut oleh suaty negara, Hal demikian tudak laimn

karena kepentingan nasional setlap negara dak sama antara satu dengan laimnyva.



Kepentingan nasional ini bissanya identik dengan kepentingan pemenniah Vir
sedang berkuasa di dalam suatu negars,

Akan tetapi walaupun alasan-alasan wnivk mendeponasi oTang asing
tergantung pada kepentingan nasional suatu negara, namun bukan berarti RIETHES
boleh  sewenang-wenang  melakukannva.  Menurut  O'Connel  tdalam  Sri
Setianingsih 1977 83), pada umumnya  alasan vang  dipergunakan  untub
mendeportast seseorang oleh suatu negara adalah sebagai beriku

1. karens melakukan tindakan yang membahayakan kepentingan wmum.
2. Karena tidak dapat lagi membiagyai hidupnya
3. Karena melakukan kejahatan berhubungan dengan pelacuran

4. karcna menderita penyakin menular

L

Earena alasan-alasan politik, misainva mengadakan Kegiatan spionase atay
kegintan politik lainnya

6. karena melakukan undakan melawan hukum Selempat,

7. karena karena menghina bendera nepara vang hersangkutan.

Deportasi sebapai salah satu cara mengeluarkan arang vung tidak chisuka)
dart wilavah darl suate negara, pada prinsipnyva bukan merupakan nndakan
penghukuman, melamkan hanvalah merupakan suaty ondakan administras
Artinya stondividu vang terkena tindakan tersebu HnEEn sampa menderita
kerugian vang udak perfu. Dengan demikian undakan deportas) pada dasarmva
hanya merupakan suatu perintah dan suatu negars vang menetapkan orang asing
dalam jangka waktu tertentu harus telah meniggalkan wilavah negara yang

bersangkutan



Wewenang  melakukan  deportasi sebenarwa dilakukan  oleh TIRESY
berdasarkan supremasi teritorial, dimana suaiuy negara mempunyal kedaulatan
tertingg atas orang dan benda vang berada dalam wilavah kekuasaanmva Oleh
karena ru maka deportasi merupakan tndakan sepihak dan dengan demikian bag
51 individu tersebut tiada jalan lain kecuali mematuhi permiah tersebor Namune
demikiun bagi st individu tersebut, suatu nepara tidak boleh melakukan tindakan
1w dengan  sewenang-wenang, akan tetagn  harus teap  dilakukan dengan
memperhatikan dan menghormati hak-hak asasi manusia {1TAM,

Nka kewarpanegaraan seseorang ity lelah jelas, maka negata akan mudah
mendeportasikannya,  Tetapi  jika orang asing  tersebut  tidak  jelas
kewarganegaraannya atau bahkan idak mempunyal kewarganeparaan vang sabh.
maka akan sulit untuk melaksanakan deportasi lerhadap otang tersehul. Hal iy
disehabkan karena untuk mendeportasi wargs negars asing vang tdak mempunval
kewarganegaraan (State less) tersebut memerlukan proses vang panjang dan
waklu yang cukup lama, karena orang asing tersebut harus dientykan terlehih

dahulu kewarganeparaannya sebelum dilakukan tindakan pendeporiasian.



[

BAB IV

HASIL-HASIL PENELITAN / PEMBAHASAN

A. Hal-hal Yang Menyebabkan WNA Berstatus State Less dan Akibat-
akibatnya.
Beberapa hal yang menyebabkan seseorang warps negara asmg it tdak
memihiki kewarganegaraan vang sah atan disebyt Juga herstatus State less vait u
1. Faktor Kelalaian atau kesalahan dari si warsa negpars asing o sendien,
Dimana kebanyakan status state less ini terjai disaar SESCOTANY Wares
negara asing ingin pindah kewarganesaraan, dimana dalam peluksanaannva
sering sekali terjach kesalahan atau kecerobohan vang mereka lakukan karens
ketidakketahuan  merska  tentang  tats  cara penpurusan  perpindahan
kewarganegaraan tersebut. Kejadian vang sering tleradi. sewakiy merehs
dalam pengurusan perpindaban kewarganegaraan mercka. hewarganesaraan
asal mereka 12lah mereka lepaskan terlebih dahuly dan 1enty saa pada saal 1y
status mercks dalam keadaan terkatung-katung karena tidak termasuk Warps
negara manapun ataw dalam keadaan state less
Mal imi1 dapat dijumpai dalam prakiek berdasarkan pengalaman prhak jongras
Padang sebagai benkul -
Seorang warga Malaysia vang bernama Malekbin Taher datang ke Indonesiz
(Padang )pada tahun 1994 dengan mengounakan sebuah visa, Sementara mass
visaberjalan yang  dia bemaksud  uniok mengures perpincdahan

kewarganegarasn menjadi warga negara Indonesia kepengadilan  neser:.



sewakiu urusan perpindahan kewarganeparasniva masih dalam proses dia
telah melepaskan Kewarganegarasn asalnya, Namun secary tidak disadari
dalam masa urusan perpindahan kewarpanesarsan s ia telah melampani
batas  wakiu  visy kunjungan & Indonesia  dan dak MEgrs
perpanjangannya, dimana hal ini disebabkan Karena kesihukan  dan
kelalatannya dalam urusan rumah langga dan pernah jupa mendeinia saki
yang cukup lama, maka dia dalam keadaan overstay. Timbul masalah dising
bagi pibak imigrasi apakah dia akan diderportasikan atau tidak. dan kalay
dideportasikan kemana 1 akan dideportasi, karens ia telah mclepaskan
kewar;-_muegmmnnya sedangkan Rewarganesaraan Indonesiapun belum g
pereleh
Berdasarkan kejadian diatas sescorang dikatakan baru dapar melepaskan
kewarganegaraannya apabila
a. Kewarganegaraan haru acay wiangy negarn Indonesia diperaleh setclah
menyatakan melepaskan kewarganeparaan vang lama {pernyvataannya
diterima di kedutaan),

b Akan berlaku efektif setelah m endapat kewarganesaraan hary

Apabila orang asing vang bersanghutan kehilanpan paspor atauw daln-data
tentang jati dinoya.

Seperti dalam susiu contoh kasus vang terjac pada tahun 1989, scorang
wargd negara Amenka Serikat vang datang ke Indonesia denpan visy

kunjungan  wisata  dan selelah beberapa lama o Indanesia eI



kewarganeparaan s1owarga negara Amerika Senkan fu helange. dan ketiky
pihak negara Indonesia akan mengembalikan dig kenegara asalnya, piliak
Amerika Serikat tidak bersedia mengaki orang asing 1ersebut sehagai warga
negaranya karena orang tersebut tidak memilike paspor atan identias din wang
sah. Dengan tidak diakuinya orang asing tersebut schagal warga nepary
Amenka Serikat maka orang tersebut dapat dikatakan dalam Geadusn stan

less.

3 Jdika seorang warga negara asmp ity masuk ke Indonesia secara gelap atau
legal,
Karena warga negara asing iu masuk ke Indoncsia secars pelaprilegal tentu
saja pihak mvigrasi Indonesia ndak akan mengetabun dari NMEEarn mana wars
negara asing e berasal sesungguhnyva, apalagi jika WATINL Negara asing mu
tidak memberikan keterangan vang jelas tentang dire atay identitassyva vang
sah, hal im dapat saja tenadi karena alasan arang tersebut merupakan mata-
mate  darl sualu nesara  terlentu tenty sala 13 akan  merahasiakan
kewarganegaraannya. jadi dengan demikian ia dapa dianzeap berstaws siae
less.

Mengenal permasalahan yang muncul dan WHIIA Negarg asing vang
herstatus state less ini dapat dikalgkan tidak ads. karena Hka suatu megara g
mendeportasikan seorang warga negara asing vang berstalus state less tersehut,
mereka dapat langsung dikembalikan ke nesara asal mercka karena mereka masih

disnggap sebagai warpa negara dari mana dia berasal, Sedangkan prosedur



pendeportasian merekapun dapat dikatakan sama dengan pendeporiasian wargs
negara asing biasa, kecuali warps negara asing ou ndak mau dikembalikan
kemegara asalnva atau negara asal mercka itu sendin vang tidak bersedia
menenima kehadiran wargs  negara karepa  alasan  tertentw, jadi dapal
dideportasikan kenepara ketiga vang menjadi tujuananva dengan svarat nesar
vang bersangkutan inenyelujuinya.” seperti dalam contoh kasus

Seorang warga Keturunan China Lie Pie Siong schenarmyva memang Jahic
di Indonesia, tapi tidak seperti saudara-saudaranya kabarnva dia menolak wnnek
menjadi waega negara Indonesia. Pada ahun 1960 keluar Pesaturan Pemenntal
{PP) Mo 1071960 yang intinya berupa larangan bag non WHI untuk berdagang
dan ada lag ketentuan vang mewagibkan wargs negars keturonan Chin vitng ada
di Indenesia untuk memilih WNI atau RRC, sehingea banvak wakia it warey
negara RRC vang memutuskan balk ke negen lefuhur, Lie termasuk VAL
menimggalkan Indonesia akan tetap dia tdak perm ke RRC tetapi menwju Tawan
dan belajar ekonom beberapa tabun disana,
Rupanva dia tidak betah dun kembzli ke Indoncsia dan kawin dengan wanis
keturunan Cina-Tarwan Pada tahun 1973 Lie diadili dengan tuduhan melangsar
ketentuan  keimigrasian karena  keluar masuk  wilavah  Indonesin duenuan
menggunakan - paspor  palsa. Karena saat it e tidak mempunva

kewargancgaraan vang sah maka Lic tidak dapat dideporiasikan. Tetapi entab

* Wawanearn dengan Bapak Aulie Chandra 5H Easubsi Pergnwisan Kantos frnigriest Padang Tyl
I7 Juili 24000



dengan cara bapgaimana beberapa bulan kemudian iy dapatl mengantongs paspor

Taiwan dan itulab yang dijadikan dosar penmohonannya antuk dideporiasikan

. Lalu hintas asing untuk tinggal 1etap.

Dalam hal orang asing untuk tnggal tetap ini. maksudnva DErANg-orang
asing yang datang tersebut masuk kewilavah Indonesia untuk Jangka wakiy vang
fdak. terbatas atau bisa juga dikatakan ia datang ke Indonesia untuk menjadi

‘
warga nepata Indonesia atau untuk pindah Kewareanegaraan menjnd warps
negara Indonesia, sehingga dengan demikian 1a dapal ungeal <b Indonesia

selomanyva.

B Prosedur Pelaksanaan Deportasi Terhadap WNA Berstatus State Less
{ di Sumatera Barat )

Pada dasarmva prosedur pelaksanasn deporiast terhadap warga nepara
asing vang berstatus state less in sama denpan prosedur pelaksanaan deportas:
bizsa, karena state less hanvalah meropekan suaty siaies SCOTANE WrEa nepar
asing seduangkan pada akhirmya nanti warga nepara asihy vang berstatus state less
mi juga akan dikembalikan ke negara asalnva, sama hainva denpan proses
pendeportasian wraga negara asing hiasa

Adapun prosedur pelaksansan departas terhadap warga nepara asing vang

kami maksudkan dalam paragral ini meliputr alasan, badaninsiansi vane

* Tempo, 28 February 1987



berwenang dan selamutnya  proses pendeportasiannva. Menpenai alasan dan

instansi yang berwenang telah kami kemukakan Piacla bagian terdabulu,
Adapun proses pengusiran seorang asing vang telah dijatubi hukuman
prdana dan kemudian telah selesai menjalani hukumannya adalah sebapai berikut
a  kejaksaan agung mengajukan usul kepada Menten Kehakiman AEAT OrANY
vang telzh diyatuhi hukuman pidana tersebut digsic dan dikeluarkan dary

Indonesia karena telah melakukan undakan-tindakan dimana lernvaia van

o

bersanpkutan tidak mengindahkan peraluran-peraturan yange dindakan
orang asing di Indonesia,

b Menteri Kehakiman untuk pengusiran dan Pangeluaran orang asing dasi
Indonesia mengeluarkan surat keputusan vang menetapkan DEnSUsIcan
dtau penpeluaran orang vane bersangkutan terseln,

¢ Pelaksanasn dan surat keputusan menter; mehakiman tersebur dilakukan
oleh direktur Jendral Imigras:

Sesual dengan prosedur diatas maka kemungkinan bagr erang asing vang
bersangkutan untuk dapat menpeluarkan biava atau dengan Biava sendiri dapa
menigealkan Indonesia, Dan dalam hal demikian Kepada orang asimy vane
bersangkutan dapat diberikan exit permit only,

Sebagai tindak lanjut surat keputusan diatas, oleh direktur yendral Tmigras:
pada tanggal 23 Okiober (979 dikeluarkan pula surat nomor ;LK -360879

- X \ : ¢l :
perthal * Eksckusi putusan pengadilan negenn ™ vang dijelaskan sebagar berikut

“ Marsongko, dkk “Suclomen surar-serar terkumpul-© Fakasta, 1985, hal 43



1. Sesuai hukum acara pidana, cksekusi dari suatu keputusan hukum dibidan::
pidana yang telah mempunyai kekuatan pasti adalah ditangan jaksa. Dengan
adanva keputusan hakim dibidang pidana vang disamping menjatuhkan
hukuman pidana juga mengandung putusan berupa pengusican sesearang dar
wilayah Indonesia. maka jaksa herkewajiban untuk mengeksekusi heputusan
hakim bark vang mengenai pidananva TALPUN Vane Mengenal pengusiran Gar
wilavah Indonesia

.

I. Sebenarnya  prosedur yvang dapat ditempuh baik oleh kejaksaan atau ala
keamanan lamnya  vang  menganzeap perlu diambil  tindakan berugn
pengusiran dari wilayah Indonesia \erhadap seseorang arang asing yvang telah
melakukan tindak pidana  ataupun lainnya vang dapat membahayvakan
ketentraman, kesusilaan alay kesejablersan umum atau udak mengendahkar
peraturan yang diadakan bagi orang asing vang berada di Indonesia 1alih
dengan mengajukan usul-vsul it kepada menteri Kehakiman dan hukan
melalul penuntutan didepan pengadilan.

3. Prosedur tersebut sesuai densan  ketentuan pada pasal-pasal peraturan
pemerintah no. 45 tahun 1954 yvang mengharuskan  vap-bap  insians
pemerintah vang mempunyal tupas seperti kepolisian, kejakszan asy alad
keamanan lannya vang menpetahei atsu diberitabu tentane adanva tindak
tanduk orang ssing vang mencurigakan untuk sepera memberilabukannys
kepada menteri Kehakiman,

Dalam rangka pelaksanaan masalah Deportas: dan Repatrias: Direktur

Jendral Imigrasi mengeluarkan keputusan No, Myvidkimi 338 A 1979 tanpeal 23



Februan 1979 tentang “Pemberian S.P, laksana paspoer untuk orang asing dan exil

permit”. Dalam sural tersebut telah menyatakan Kadn nyidkim/Kasobdirahan

Departemen mengeluarkan -

i |

b

Surat perjalanan laksanz paspar untuk orang qasing.

Exit permit, khusus bagi arang astny vang diharuskan menigzalkan Indones:a
berhubungan 1elsh melangsar peraturan keimigrasian ataw melakukan sindak
pidana imiprast, setelah menjalani vonis atau keputusan pengadilan,” :

kemudian dalam surat Dirckiur Jendral Imigrasi No. FACILO2 01-1.01

tangpal 4 Januari 1984 tentang “ Pelaksanaan repatniasi‘deportasi ditemukan

sebagai berikur

|-

Dalam  hal orang  asing vang lersangkot  dalam swatu tnduk pidina
Keimigrasian  sehingga hargs dideportasikan  dan atau direpatriasikan,
pemberian  Cpnvas  dilaksanakan i kanior ugrast setelah mendapar
persetujuan dar kantor wilaveh depanemen keliakiman | ooordimator Urysan
Kemmigrasian‘Kepala Bidang lmgrasy )

Bila disebabkan sesuatu hal pendeportasiannya ndak dapat dilaksanakan
didserah dan harus dilakukan di lakana, penpinimannyva kepusat diseria)
dengan berita acara pendapat serta data-data vang lengkap untuk diselesaikan
di Jakarta.

Khusus bagi kepala kantor wilayak departemen Kehskiman DK, pelaksanaan

pemberian Epnva dan rendeporiasiannva dilakukan oleh komdinator urusan

* Ikid, Hal 316
" Ibad, Hal 853



kevmigrasian Jakarta setelah mendapal persetujuan dari direktoral Jendrl
Imigrasi { Direktorar Penpawasan dan Penangoulanpan |

Fada prinsipnva Wila proses pendeportasian lidak mencmui hesulian,
artinya amara pthak-pikak vang terlibat dalam proses pendepartasian mencapai
sualy kesepakatan maka deportasi it akan dapat berjalan lancar

Lialam bhal i berlaky prosedur vang wajar, pihak imigras: bekera sama
dengan perwakilan negara asing (kedutasn besar. kedutaan Ronsulal) negars

.
dimana orang vang hendak dideportasikan il menjadi was B negaranyg.

Jika perwakilan negarg asing tersebut menvetwu pemukanpan warpes
egaranya, maka kemudizn prhak imigrasi mengantarkanmya sampai ke pelabuban
pendaratan. Mengenal pendaratan ini, duly pemberangkatan orang asing darg
Indonesia dalam rangka deportasi melalui Kemayoran Tanjung Priuk i pasal
sural  Kepuotusan Direktur Jendral Imigrasi Rl Noo 56941403 tanggal 2
september 1969 tentang “Pemberian Surar Reteranpan Laksana Paspor RI dan
Exit permit khusus dalam ranghs Deporiasi™

Disamping prosedur biasa distas menyrut kasus-kasus vane terjadi
terdapat juga ketentuan yang menumukan adanva prosedur PEndeporlasian secar
khusus, hal inn dilakukan karena terhentur pada beberapa kesulitan ersebut antar
lam dalam hal fimigrasi, crow yang tertinggal. Dalam hal prosedur untuk T ETES |
gclap pada SKEPB/ST/11/1974 tertanggal 7 Februari 1974 tentang “Penvelesaian
akhir terhadap pelanggaran peraturan imigrasi” akan dilakukan menur cars-cars

sebagal berikut

T Eri Setiningsih Swwandi, “Mrosedur Deportasi DF [ndonesig, 1977, Hal 12



a. Dengan saluran resmi melalui dun dengan ongkos-ongkos perwalkiln
asing vang bersangkutan atay dengan ongkos dan pemerinah LImLErast |
sendiri.

b. Dengan cara geruisloos, vakni denpan melepazkan vang bersangkutan o
daerah perbatasan, bark laut maupun daratan Jika tidak mungkin dilakukan
dengan cara diatas

c. [h "aanmansiern™ sehagai crew atg “werkende passgier” dikapal nantinya
yang bersangkutan diharuskan trun diempar Lupuanmva
Crew  vang  tertingpal juga  merupakan  permsalshan dalam

deportasi.prosedur khusus lentang crew yang tertingzal im diatur di dalam surar
Direktur Jendral Imigrasi nomor PORA/RS3009-74 tanggal 27 September tentang
“Crew vang tertinggal dikapalnya™*

Dalam penyelesaian pengembalian stau keberanpkatan eraw-crew vang
tertggal ke kapal mau nepara asalnya dipakas ordonansi Vg mengatur
penginman kembali kelasi-kelasi vang ketinggalan dan pencegahan kebigsaan
masuknya penumpang gelap “Ordonansi 25 Juni 1 M JE-303 0

Mengenar perlu tidaknya crew-crew vange berada di darat karens lertimupal
oleh kapalnya, diadakan pengawalan ke relabuban vang pemberangkatanma
dapat ditegaskan sebagai beriku

I Crew vang kedapatan berada atau tinggal di darar lertangkap lanpa izin
vang sah. dibaruskan meningealkan Indonesin kembali kencgenl asalnyva

aliau menggabungkannya dengan kapalnva karena tndskan crew ini adalah

T Marsongha, dkk. Op cir, Hal 4
" Ibid, Hal 91-92



suaty pelangearan, maka enluk pengantarannya diadakan Penmaasan uleh
kantor Dircktorat Imigrasi setempal Sesuad dengan ordonansi tersebun
diatas segala pembiavasn termasuk biaya pengawalan untuk keperluzannya
dibebankan pada kapten atau agen mapainv.
2. Crew yang berada atau tingpal di darat telah diketahu dan mendapal jzin
dan  kantor Direktorat  Jendral [rigrasi  cdapat  membertkan 2
berangkatnva  dan pemberanghatannve  tanpa PEngAmanan  letipi
penpawasannya dilakukan oleh pejabat imigrast kantor [Drckioral Jendral
Imigrasi setempal, pengawalan dapat dilakukan atau dilaksanakan dengran
segala pembiavaannya ditanggung oleh kapten atau agen kapal tersehur
Selanjuinva mengenat keberanpgkaan crew vang tertinggal oleh agen kapa
harus dilaporkan kepada kepala kantor Direktorat Jendrsl Imigras: Padang

Dalam menjalankan prosedur-prosedur distas kemungkinan juga dilemug
Jalan buntu, misalnya belum ada ketetapan untuk pendeportasianaya. tidak cdhusir
karena tidak ada nepara yang mau imencrima maka terhadap mereka i wntek

sementara menunggu pendeporasiannva, mereka ditempatkan dafam 1ahanan

imigrasi (dikarantinakan) ataupun disuaty daersh lertentu vang welah duunguk

C. Beberapa Hambatan dan Permasalahan Dalam Pendeportasian Wiirga
Negara Asing yang Berstatus State Less

Deportasi sebapai svatu hak vang dimiliki oleb suaty NEFaTa Yang secara

septhak pelaksansannva tidak memerlukan persetujuan dar negara lam, wetap

dalam  pelaksanaan  depertasi  tersebut spar negara tidak  selalu  dapa



melaksanakan prosedur deportasi secara lancar, karena banvaknva hal-hal vang
dapat menjadt faktor penghambal  dar pendeportasian sescorang,  Adupun
heberapy hal yang dapat menjadi fakior pemnghambat dari proses pendepartasian
tersebut dapat kita lihat schagai berikyt -
i Fakior ketiadaan bubungan diplomatik

Suatu negara vang berdaulat sudah scharvsnva menjalin suste hubuangan
diplematik dengan negara-negara lain, karena suatu nesarn tidak mungRin akn
menutup diri dace hubungan-hubungan negara laun schab suatu AERArn U past
akan membutuhkan bantuan dan kerjasama negara-negara lain dalammenjalankan
proses pemerintahannya, Tetapi ticdak semua negara akan mau melaksanakan
hubungan diplemauk terschut vang mungkin saja dilakukan karena adarnva alosan-
alasan tertentu dari negara yang bersangkutan,

Ketiadaan hubungan diplomatk ini akan menyvulitkan sualy negara dalam
pelaksanaan pendeportasian orang asing, karena untuk mendeportasikan orange
asing terschut suastu negara harus terlebih dahuly menghubunz perwakilan
dimana orang asing ity menjadi warga negarg, Biasanva bila tdak 1erdapar
perwakilan dar nepara asing tersebut, maka suaty negara vang bersanghutan dipm
meminta bantuan pada negara ketiga untuk berhubungan dengan negany szl azau
negara iempatl pendeporiasian orang asing tersebut, Hal i oakan menumnjang
prosedur suatu deportast dan sudab teniu akan memperbesar pembiayaan

rendepartasian tersebul,

" Wawancara deagan Bagak Aulia Chandra, SH Kasubsi Pengiwisan Kantar Imigrg Padana
gangaal 20 Juli 2000



2 Fakwr Ekanomy

Faktor ekonomi mempengaruba jupa kelancaran pendeportasian baik bag
negara vang akan mendeporias maupun bagl negara lempat twjuan pendeporiasian
I

1L
(=

orang asing tersebut, Bagi pihak fegara vang akan mendeportasikan Arang asin
tersebut 1a harus memberikan biaya perawatan dan naflah selama masy TS VI PRI
Pengusitan/pendeportasian, sendangkan  bagt  pihak negara  tempat  lujuan
pendeportasian mereka harys membiaval perjalanan pulang  wargama  uniul,
kembali kenegaranya, Jadi apabila negara pendeportasi #AUpLIN negara tempal
tujuan mengalami kesylitan dalam hal Pembiayaan ini maka akan menimbulkan
kesulitan dalam melaksanakan suaig proses pendeportasian tersehu
3. Faktor Kewarganegarasn

Faktor kewarganegarsan dapat dikatakan sebagan fakror penchambag Vang
paling wlama dalam suat Proses penceporiasian wargps neEAra dsing vang
berstatus state Tess tersebug karena jika dilihat dan SHHUS scorang warga negara
asing itu sudah dapat kita ketahu bahwa warpa negara a5ing lersebut il
memiliki kewarganesarsan dan W safa suaty negars dimang OTANE asmg 11
berads akan mendapat masalah atag hambatan dalam Penduportasin orang sty
tersehbur
Retiadaan kewarganegaraan ini (STAT E LESS) bisa teradi dalam bal-hal -
A, Tiada surat-surat vang  dimiltki pada OTENE wang hersangkulan lentang

identitas kewargane Laraannya.

B. Yang bersangkutan sendin tidak may memberikan keterangan dengan auju

sehingga menvulitkan pemeriksaan selamuinya



Jadi seorang warga negara asing wvang berslalus state less ini akan
memmbutkan perinasalahan bagi negara tempat mercka berada dalam pelaksanazn
proses pendeportasian mereka karena ketiadaan kewarganeparaan imereka atau
karana mereka berstatus state less.

Demikianlah beberapa bal vang dapat dikatakan scbagai permasalahan dan
hambatan bagi sustu nepara dalam pelaksanaan pendeporiasian WArED negara

asing keluar wilavah nepara Indonesia
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PEMNLITUP

Bordasarkan wrasan  vane  elab dikemubakan Pisdi bogsriiinebageran
lerdahul dari penulisan artikel s dapat dank kescimpulan dan Peberpa surn

viang dianggap bermantia bapi semua gnbak,

A, KESIMPULAN

. (hwang asing karena alasan-zlasan terientw seperit sikap permuschan
terhadap rakvat dan negara Republik  Indonesia vang  berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk sementarz wakiy dapat
ditangkal masuk wilavah negara Republik Indonesin. | niak Wl nesary
Indonesia berlaku prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia berhak
keluar atay masuk ke wilayah  Indonesia, namun demikian hak-hak in
bukan sesuatu vang tidak dapat dibatasi kerena alasan-alasan terentu dan
uriuk jangka wakio tertentu warga negars Indonesia dapat dicegah keluar
dari Indonesia dan dapat juga ditangkal masuk ke wilavah negara
Republik Indonesia

2. Pemikiran-pemikiran baru datam bidang ke alanegaraan, politik dan
kemanusiaan mendorong  semakin diakuw dan kukuhnva  kedudokan
mdividu sebagai subjek hukum dengan sewala hak dan kewapbanmva
Megara-nepara di dalam melaksanakan suatu proses deportas) disamping

memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan dimanz imdividu-individe VLR



Lid

M

akan divsir ataw vang aken dikembalikan ke negaranva lerschut 1etap
diberikan atau diakui hak-hak dan kewapbannva

Deportast sebagai salah satu cara menpeluarkan arang vany tidak disuks
can wilayah sustu negara pada prinsipnya  bukan merupskan tindakan
admimstrast arlinva s individu vang terkena tndakan tersehur Jangan
sampat menderita kerugian vang tidak perlu, oleh karena tindakan T
hanya merupakan suatu periniab dari negara vang menctapkan auar oty
asing tersebut dlam janpka wakiu tertente. harus telal meningzalkan
wilavah negara vang bersanpkutan

Deportast sebapai hak vang dimiliki oleh st Bevara secara sepihak
pelaksananya ndak menemuw jalan vanp sclaly lancar. disena sin| rmasih
terbentur oleh beberapa fakior vang menghambal proses penderporiasian
SCSEOFANG tersebut,

STATE LESS vang merupakan suatu istilzh bag seorang warga negard
asing vang tidak mempuya kewarpancgaraan dapat menjadi suaty fakior
penghembat  dalam  pelaksanaan penderportasian sescorang tersehos
Walaupun  seharusnyva orang asing tersebul tetap dikembalikan ke
negaranya, letapl jika nepara tempat tpuan perdepartascn tersebul fadak
mengakul otang asing iy sebagal warga negaranva, maka hal mu dapat
menjadi masalag bagi negara pendeponasian,

Seoarang  wargd negara asing vang  berstatus STATES LESS ini
sebenarnva dapat juga dideporas kenegara lain atsu negara ketipn apabila

bal 1tu merupakan keimnpinan dar warga negara it sendin dan dengan



syaral negary tempal pendeportasian tersebut tidak keberatan e
kehaditan warga negara asing tersehir

7 Uhrang-orang asing vang belum dapat dideportasi karena adanva rakior-
faklor penghambat atau karena alasan-alasan terlenty, untuk sementars
wakiu menungpu pendeportasiannya mereka ditempatkan dalaim tahanan
lmigrasi (dikarantinakan) ataupun disuaiu daerah tertenty vang telah

ditunjuk.

B. SARAN-SARAN
Adapun  saran-saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan
penuhsan skeipsi i
. Guna menjaga tetap terpeliharanyva stabilitas dan kepentingan nasionzl.
kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban wmum dan kewaspadaan
lerhadap segala dampak neganif vang timbul akibat perlintasan OT&ny-
arang antar negara. Mengenail keberadagn dan kematannyva perlu adanv
susle peraturan hukum, e berarn sehap orang vang berdiam didalam
wilavah suatu negara, maka mereka has us wnduk dan pateh pada tats
hukuny negara tersebur
2. Deportasi merupakan sustu tindakan sepihak, dengan demibian bagi s
mdividu tersebut tiada jalan lain keeusl mematuht permtah ersebo
Namun demikian wewenag suatu negara tersebol tidak boleh dilakukan

dengan cara sewenang-wenang, akan tetapi harus wetap dilakokan clenpan

memperhatikan dan menghormati hak-hak weas; M ANLSL,
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_JA.

Beetentuan Hukum Imternasional termasul didalamnya deponias datam
pragam HAM mempunyvar kebuatan berlaku Vany sama denpan Kekaaan
berdakunya plagam PER. Ketentugn rang merupakan peranpan luhor
seluruh angeota PBB mengikat secara hukum dan moeal Persozlan
ratifikasinya adalah perselan dalam neperi dan negara-negara Anppotanva,
vang pentmg diperfakukannva disin adalab itikad bk untuk untuk
mentaats Hukum Intemnasinal terseby, !
Landasan teorits vang diperpunakan pemenntah Indonesia dalam nndakan
Kenmigrasian adalab prosedur Departasi kyrena dianggap lebih prakis dan
efisien dari prosedur keimigrasian lainnyva

Mengenal warga nepara asing yang herstatus STATE LESS sebatkig
lebih divtamakan penvelesaian kasus atay permasalahannva, karena rata-
Tata yang paling sertng dan paling lama dikaraninakan adalah WNA vang

Lerstatus STATE LESS
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